
Bab VII 
Hak Kekayaan Intelektual 



A. Pengertian 
 

• Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari 
kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan 
suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 
Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan 
dari intellectual property right, berdasarkan WIPO, the 
legal right which result from intellectual activity in the 
industrial scientific, literary or artistic fileds. Dengan 
demikian, intellectual property right merupakan 
perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil 
karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, 
industry, kesusastraan dan seni. 
 



B. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 
 

• Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak kekayaan 
intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip 
keadilan, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial. 

1.Prinsip Ekonomi 
• Yaitu, hak intelektual yang berasal dari kegiatan 

kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang 
diapresiasikan dalam berbagai bentuk yang akan 
memberikan keuntungan kepada pemilik yang 
bersangkutan. 
 



2. Prinsip Keadilan 
• Yakni dalam menciptakan sebuah karya atau 

orang yang bekerja membuahkan hasil dari 
kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, 
seni, dan sastra yang akan mendapat perlidungan 
dalam pemilikannya. 

3.Prinsip Kebudayaan 
• Yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, 

dan seni untuk meningkatkan kehidupan 
manusia. 
 



• 4. Prinsip Sosial 
• Yaitu, mengatur kepentingan manusia sebagai 

warga Negara, artinya hak yang diakui oleh 
hukum dan telah diberikan kepada individu 
merupakan satu kesatuan sehingga 
perlindungan diberikan berdasarkan 
keseimbangan kepentingan individu dan 
masyarakat. 
 



C. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual 
 

• Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelektual dapat 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (copyright), dan 
hak kekayaan industry (industrial property rights). Hak 
kekayaan industry (industrial property rights) berdasarkan 
Pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak 
Kekayaan Industri tahun 1883 yang telah di revisi dan di 
amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi 

• Paten 
• Merek 
• Varietas tanaman 
• Rahasia dagang 
• Desain industry 
• Desain tata letak sirkuit terpadu 

 



D.  Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di 
Indonesia 

 
• Pengaturan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di 

Indonesia dapat ditemukan dalam : 
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten 
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas 

Tanaman 
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang 
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri 
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu 
 



E. Hak Cipta 
 

• Pengertian Hak Cipta 
• Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa 
hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 
penerima hak untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin 
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan  yang berlaku. Hak cipta terdiri atas hak 
ekonomi dan hak moral. 
 



• Fungsi dan Sifat Hak Cipta 
• Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau 
pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 
dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-
undangan yang berlaku. 

• Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya 
meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima 
wasiat dan hak cipta tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperolah 
secara melawan hukum. Hak cipta yang tidak atau belum 
diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi 
milik ahli waris atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut 
tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan 
hukum. 
 



F. Ciptaan Yang Dilindungi 
 

• Dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang 
ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup: 

• Buku, program dan semua hasil karya tulis lain 
• Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu 
• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan 
• Lagu atau music dengan atau tanpa teks 
• Irama atau drama musical, taro, koreografi, pewayangan 
• Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, 

seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan 
• Arsitektur 
• Peta 
• Seni batik 
• Fotografi 
• Sinematografi 
• Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain, dari hasil 

pengalihwujudan 
 



• Sementara itu, yang tidak ada hak cipta meliputi: 
• Hasil rapat terbuka lembaga- lembaga Negara 
• Peraturan perundang-undangan 
• Pidato kenegaraan atau pidato pejabat 

pemerintah 
• Putusan pengadilan atau penerapan haki atau 
• Keputusan badan arbitrase atau keputusan 

badan-badan sejenis lainnya 
 



• Masa Berlaku Hak Cipta 
• Dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur masa/jangka waktu untuk 
suatu ciptaan. Dengan demikian, jangka waktu tergantung dari jenis 
ciptaan. 

• Hak cipta atas suatu ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan 
terus menerus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta 
meninggal dunia. Ciptaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, 
hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia 
paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang 
hidup terlama meninggal, antara lain: 

• Buku, pamphlet dan semua hasil karya tulis lain 
• Lagu atau music dengan atau tanpa teks 
• Drama atau drama musical, tari, koreografi 

 



• Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 
kaligrafi, seni pahat, seni patung 

• Arsitektur 
• Peta 
• Seni batik 
• Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai 
• Alat peraga 
• Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis 
• Hak atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum 

berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, antara lain: 
• Program computer 
• Sinematografi 
• Fotografi 
• Database 

 



• Karya hasil pengalihan wujud 
• Untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 

tahun sejak pertama kali diterbitkan 
• Untuk ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan 

peninggalan sejarah dan prasejarah benda budaya nasional 
dipegang oleh Negara, jangka waktu berlaku tanpa batas waktu 

• Untuk ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh Negara, 
ciptaan yang sudah diterbitkan sebagai pemegang hak cipta dan 
ciptaan sudah diterbitkan tidak diketahui pencipta dan penerbitnya 
dipegang oleh Negara dengan jangka waktu selama 50 tahun sejak 
ciptaan tersebut pertama kali diketahui secara umum 

• Untuk ciptaan yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang 
hak cipta jangka waktu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali 
diterbitkan 
 



G.Pendaftaran Ciptaan 
 
• Pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk 

mendapatkan hak cipta sehingga dalam daftar umum 
pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai 
pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan 
yang didaftar. 

• Lisensi 
• Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada 

pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk 
melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu 
lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia. Oleh karena itu, setiap perjanjian lisensi wajib 
dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Cipta. 
 



• Penyelesaian Sengketa 
• Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi 

kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan 
meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau 
hasil perbanyakan ciptaan itu. Namun apabila putusan 
pengadilan niaga tidak memberikan hasil yang baik maka 
dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 

• Pelanggaran terhadap Hak Cipta 
• Pelanggaran terhadap hak cipta telah diatur dalam Pasal 72 

dan 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta dapat dikenakan hukum pidana dan perampasan oleh 
Negara untuk dimusnahkan. 
 



H. Hak Paten 
• Pengertian 
• Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh 
Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi 
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya 
atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 
melaksanakana. 

• Lingkup Paten 
• Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah 

inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Namun suatu invensi 
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dan harus 
dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat 
pertama kali diajukan permohonan. 
 



• Jangka Waktu Paten 
• Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, 
terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak 
dapat diperpanjang, sedangkan unuk paten sederhana diberikan 
jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan 
jangka waktu tidak dapat diperpanjang. Oleh karena itu, tanggal 
dimulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan 
diumumkan. 

• Permohonan Paten 
• Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau 

beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. 
Permohonan paten diajukan dengan membayar biaya kepada 
Direktorat Jenderal Hak Paten Departmen Kehakiman dan HAM 
untuk memperoleh sertifikat paten sebagai bukti atas hak paten. 
 



• Pengalihan Paten 
• Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang paten, paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruh 
maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian 
tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. 

• Lisensi Paten 
• Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain 

berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan 
hukum sebagaimana diperjanjikan. 

• Paten Sederhana 
• Hanya diberikan untuk satu invensi, dicatat dan diumumkan di 

Direktorat Jenderal sebagai bukti hak kepada pemegang hak 
sederhana diberikan sertifikat paten sederhana. 
 



• Penyelesaian Sengketa 
• Pemegang paten atau penerima lisensi berhak 

mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan 
niaga terhadap siapapun yang dengan sengaja dan 
tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dengan perundang-undangan ini. 

• Pelanggaran Terhadap Hak Paten 
• Pelanggaran terhadap hak paten merupakan tindakan 

delik aduan, seperti diatur dalam Pasal 130 sampai 
dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2001 tentang Paten, dpaat dikenakan hukum pidana 
dan perampasan oleh Negara untuk dimusnahkan. 
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